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Secara empiris, pemerintah Kabupaten (Kab) Sleman diperhadapkan pada
tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efisien dan
responsif. Secara umum, kebijakan alokasi anggaran Kab. Sleman tahun 2010-
2013, mayoritas digunakan untuk belanja tidak langsung (BTL) dengan rata-rata
mencapai 1 triliun lebih (65,61%) tethadap APBD. Sedangkan sisanya, untuk
belanja langsung (BL) yang terkait langsung dengan belanja publik hanya sebesar
533,6 milyar (34,39%). Jika ditinjau dari jenis belanja daerah (2010-2103),
alokasi anggaran sebagian besar untuk belanja pegawai (BL.dan BTL) dengan
rata-rata 977.5 milyar (63,74%) terhadap APBD. Perintiantiya, belanja pegawai
pada BTL sebesar 57,25 persen, dan sisanya 6,49 persen pada BL. Kondisi ini
merefleksikan bahwa kebijakan alokasi sngparan didominasi oleh belanja
birokrasi. Sementara, dari sisi penerimaan dacrah, Kab. Sleman masih bergantung
pada dana perimbangan dan pemerintahi pusat. Jika pendapatan asli daerah (PAD)
tabun 2013 ditautkan dengan belanja/dserah tahun 2013, kontribusi PAD hanya
sebesar 17,62 persen, dan masili jauh dari kondisi yang dibarapkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan dasar publik, peningkatan pemerataan akses
dan kualitas pendidikan scbagai salah satu tantangan pembangunan daerah di Kab.
Sleman. Akses layaman menyangkut ketersediaan dan keterjangksuan layanan,
sedangkan kualitas menyangkut mutu, baik mutu sarana dan prasarana, pendidik,
dan mutu peserta didik. Hal ini selaras jika memjuk pada misi Kab. Sleman pada
scktor pendidikan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
{RPJMD) Kab. Sleman tahun 2011-2015, salah satu misi utamanya adalah
kualitas pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ditinjau dari alokasi anggaran pendidikan, rata-rata anggaran belanja
urusan pendidikan tabun 2010-2013 sebesar 7358 milyar (48,23%) atau hampir
mencapai setengahnya dari belanja APBD. Sementara, rata-rata anggaran belanja
langsung (BL) terhadap BL APBD hanya sebesar 123,2 milyar (24,68%). Kondisi
ini merefleksikan komitmen pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terhadap
pelayanan pendidikan sebagaimana amanat konstitusi yang mensyaratkan minimal
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1. Manfaat praktis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
dasar bagi semua pelaku dari seluruh unsur governance, baik pelaku dan
lembaga pemerintsh maupun non-pemerintah, untuk menilai dan
memahami praktik responsivitas pemerintah daerah dalam konteks
penyusunan kebijakan APBD. Bagi pemerintah dacrah, diharapkan
mampu mengoptimalkan keterbatasan anggaran dengan berpangkal pada
kepentingan masyarakat luas. Bagi masyarakat dan pemarigku kepentingan
terkait, penelitian ini diharapkan scbagai bahan. fefleksi dalam
menjalankan peran dan fungsinya sebagai penérima manfaat kebijakan
sekaligus pelaku penting di dalamnya.

2. Manfaat feoritis; hasil penelitian” ini” diharapkan dapat memberi
pemahaman baru terhadap pemikiran-pemikiran teoritis di  bidang
penganggaran dacrah, khususnya berkaitan dengan diskursus responsivitas
pemerintah daerah dalam. proses penyusunan kebijakan APBD. Hasil
penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi oleh pencliti lainnya
untuk mengembangkan topik penelitian ini pada penclitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Sejauh ini; studi mengenai responsivitas pemerintah daerah terkait
kebijakan anggaran masih minim dilakukan, terutama menyangkut responsivitas
anggaran daerah dan hubungannya dengan partisipasi, transparansi anggaran dan
komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan anggaran Beberapa
penelitian yang berkaitan dengan topik responsivitas, disajikan dalam Tabel 1.2.
sebagai berikut.
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BABY
RESPONSIVITAS ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN

Bagian ini membahas responsivitas anggaran dalam kaitannya dengan
proses penyusunan APBD sekior pendidikan, yaitz pertama, respons pam
perumus kebijakan anggaran terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam
proses penyusunan APBD seldor pendidikan. Kedwa, responsivitas anggaran
urusan pendidikan melalui analisis proporsi dan (rven alokasi anggaran unisan
pendidikan dan anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (Dikpora), serta proses penyusunan APBD sektor pendidikan Ji
Dikpora.

5.1 Respons Perumus Kebijakan Anggaran terbadap Aspirasi Masyvarakat

Pada dasarmya, kebijakan anggaran berkaitan dengan alokasi berbaga:
program-program pembdangunan i dacrah sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Untuk itu, respons perumus kebijakan anggaran (eksekutif dan legislatif) terhadap
aspirasi dan kebuiuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam proses
penyusunan kebijakan angpgaran daerah (APBD).

Program-program pembangunan yang digulickan melalui mekanisme
Musrenbang tidak jarang menuangkan keinginan pemerintah daerah dari pada
mencerminkan aspirasi masyarakat seperti telah disinggung terdahulu. Hal ini
membawa konsekuensi respons perumus kebijakan anggaran terhadap aspirasi dan
kebutuhan masyarakat belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarmkat, Apalagi,
tidak adanya publikasi beserta penjelasan terhadap usul kebutuhan masyarakat
melalui Musrenbang vang diterima atan ditolak oleh pemernintah daerah sehingga
minimnya informasi penggunaan dana APBD. Mengenai hal ini, dinyatakan oleh
Kepala Desa Tridadi scbagai berikut. )

“Yo, ya efelaif sebetulnya, cuman responsifaya yang kurang. Jadi usulan-
usulan yang dari Kta-kita yang dari bawak itu meresponnya itw, tidak

anu, setengah-setengah gitu, setengah-setengah™ (Wawancara 22 Mei
2014).
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“Sebenarnya mereka sudah memberi kesempatan, silakan media eee,
memang tidak seluruhnya teiapi eee saya melihat mereka sudah
memberikan kesempatan kok kalau media itu mau hadiv, silakan gitu di
pada pembahasan, pembahasan itu. Cuman media kadang-kadang gok
memanfaatkan itu sih” (Wawancara tanggal 02 Juni 2014).

Potret pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan anggaran
di Kab. Sleman yang berlangsung pada forum Musrenbang maupun dengar
pendapat, merefleksikan bahwa masyarakat tidak memiliki ruang untuk terlibat
dalam pengambilan keputusan dalam proses pembahasan anggaran. Pembahasan
anggaran, baik KUA-PPAS maupun RAPBD adalah) sepenubnya merupakan
ranah kebijakan politik antara pibak pemerintah dacrah dan DPRD. Artinya,
proses pengambilan keputusan skala prioritas.anggaran pada setiap tahapan dalam
proses penyusunan APBD masih didominasi oleh perumus kebijakan anggaran di
kedua lembaga kunci (pemerintah daerah dan DPRD).

Pada konteks itu, muncul persoalan substantif menyangkut keterbatasan
bagi masyarakat secara institusional dalam mengawal aspirasi dan masukan-
masukan yang disampaikan kepada pihak pemerintah daerah maupun DFRD.
Kendala ini terutama térkait dengan minimnya akses pada tahapan pengambilan
keputusan anggaran yang sangat penting, vaitu penetapan KUA-PPAS dan
RAPBD. Haluini menyebabkan implikasi terjadinya kekaburan terhadap aspirasi
dan usulan kebutuhan masyarakat ditengarai karena belum adanya publikasi
terhadap diterima atau ditolaknya sgjumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat
kepada pihak pemerintah daerah melalui rangkaian Musrenbang maupun
masukan-masukan yang disampaikan kepada pihak DPRD, seperti pemyataan dari
Kepala Desa Tridadi berikut.

“Gak pernah ada, fau-tau sudah di, ada surat edoran itu, bakwa nanti

tahur ini akan ada proyek ini, ya uswlan dari Musrenbang tapi

nominalnya lain. ... misalnya, bantuan dang gotong royong yang
misalnya, diharapkan empat, lima juta, mendapatkan dua juta, satu

setengah juta” (Wawancara 22 Mei 2014).

Berangkat dari tipologi partisipasi seperti dikemukakan terdabulu oleh

Ko|eksié§5%§?a%aqgrﬁ?e}sit§sp§%ﬂﬁ apamsapasl publik di Kabupaten Sleman masih berada
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pemerintah daerah maupun DPRD dalam formulasi kebijakan anggaran dan
sederetan proses lainnya adalah merupakan tantangan kedepannya.

6.2.2 Transparansi Anggaran

Transparansi dalam proses kebijakan anggaran menjadi sangat penting
mengingat kebijakan anggaran tidak hanya sekadar pembiayaan, akan tetapi lebih
menyangkut fisibilitas kebyjakan dan program-program pembangunan. Proses
penyusunan kebijakan APBD yang transparan diharapkan dapat mendorong
masyarakat di daerah untuk terlibat dalam pengambilan kebijjakan anggaran
schingga masyarakat dapat mengetahui onentasi kebijakan anggaran serta
melaksanakan kontrol terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Di
simi, tramsparansi anggaran daerah berkaitan dengan akses masyarakat dan
pemangku kepentingan di daerah terhadap informasi mengenai pengambilan
kebijakan anggaran daerah, khususnya berkaitan dengan penggunaan dan alokasi
dari APBD. Untuk itu, tingkat transparansi dalam penyusunan anggaran daerah
dilihat dari seberapa jauh tahapan proses penyusunan kebijakan APBD terbuka
informasinya kepada masyarakat, tersedianya informasi anggaran yang berkualitas
dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam era keterbukaan saat ini, transparansi sebagai prinsip dan praktik
memjadi acuan bagi setiap institusi publik. Keterbukaan informasi dalam proses
penyusunan APBD menjadi tantangan untuk diupayakan secara terus-menerus
oleh pemerintah daerah dan lembaganya. Hal im seiring dengan perkembangan
teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), apalagi transparansi sebagai bagian
dari prinsip tata kelola yang baik dalam proses penyelenggaraan pemenintahan
secara keseluruhan. Lahimya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) setidaknya telah menegasi hal itm. Regulasi ini
memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, mulai dari level pusat, provinsi hingga
pada tingkat kabupaten/kota.

Pada dasarnya, proses penyusunan APBD di Kab, Sleman telah dikemas
dalam spirit transparansi, akan tetapi belum sepenuhnya dilakukan secara
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Sleman mendorong keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Bupati
(Petbup) Sleman No. 29/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Muaranya,
masyarakat luas diharapkan akan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan,
pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik terutama terhadap kebijakan
anggaran daerah, seperti dinyatakan oleh pejabat birokrasi Kab. Sleman berikut.

“Saya selalu mengatakan itu. Jadi APBD kami, APBD perubahan tidak

ada yang saya tutup-tutupi. Ketika memang \itw sudah mendapat
persetujuan, menjadi keputusan, kita di clear fewat.mass media. ... ini kan
dalam bentuk keterbukaannya, seperti itu. Jadi, kami sangat terbuka, kami
sangal open manajemen untuk kami di koveksi, gitu” (Wawancara tanggal
23 Juni 2014).

Dengan dilakukannya transparansi dokumen APBD yang berisi informasi
secara garis besar di website \Penikab Sleman maupun media cetak, pada
umumnya akses informasi APBD dipersepsikan telah cukup transparan oleh
berbagai elemen masyarakat seperti anggota DPRD, media massa, masyarakat dan
kelompok kepentingan maupun warga pada umumnya. Namun demikian,
magyarakat tidak serta merta dengan mudah memperaleh informasi anggaran
secara lengkap dan aktual. Apalagi, jika berkaitan dengan rincian alokasi APBD,
menyangkut dokumen RKA dan DPA SKPD. Meski keterbukaan informasi telah
digariskan oleh Undang-undang maupun Perbup Sleman, belum ada mekanisme
yang jelas terhadap dokumen anggaran terkait informasi anggaran yang boleh dan
tidak menjadi ranah publik untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Kecenderungan vang terjadi adalah muncul persepsi di kalangan aparat
birckrasi bahwa dokumen RKA/DPA hanya untuk konsumsi internal di SKPD.
Bahkan, masih muncul resistensi sejumlah aparatur daerah vang menyatakan
bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia. Implikasinya, informasi mengenai
rincian alokasi dan penggunaan APBD sangat sulit untuk diketahui oleh
masyarakat ditengarai karena dokumen anggaran tersebut cenderung dipandang
oleh birokrat sebagai “milik™ intemal mereka, dan bukan untuk konsumsi publik.
Dalam suatu kesempatan wawancara dengan pejabat birokrasi Kab. Sleman,
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anggaran, menegasi bahwa tingkat transparansi anggaran masih relatif rendah.
Berbagai informasi mengenai APBD, pada umumnya hanya bersifat secara garis
besar akan menjadi ranah publik setelah rencana dan finalisasi pembahasan APBD
dilakukan, dan ita pun bila informasinya dapat dmksm di media cetak maupun di
website Pemkab Sleman secara memadai. Masyarakat tidak dapat mengetahui
rincian alokasi anggaran, latar belakang pengambilan keputusan skala prioritas
pembangunan beserta pembiayaannya.

Kondisi tersebut merefleksikan bahwa pengambilan kebijakan anggaran
yang responsif tidak menyentuh pada keterbukaan-informasi secara memadai.
Pengambilan kebijakan anggaran justra melahirkan ketimpangan diantara peran
dani pemerintah daerah dan DPRD yang masih dominan, dengan masyarakat yang
perannya bersifat “minimalis”. Artinya, magyarakat hanya sebagai penerima
manfaat sekaligus pelaku dengan peran minimal dari sebuah kebijakan yang
dihasilkan oleh pemenntah daerah Lebih jauh, proses pengambilan kebijakan
APBD dikemas dengan label képentingan dan kebutuhan masyarakat, akan tetapi
justru sarat dengan tawar-menawar kepentingan dan pihak pemerintah daerah dan
DPRD.

Implikasi dari tidak transparanmya pengambilan kebijakan anggaran,
khususnya menyangkut pengambilan keputusan skala prioritas APBD yang sarat
dengan kepentingan politik anggaran, menggiring lemahnya pengawasan dan
kontro! masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan anggaran maupun
penggunaannya oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pada titik yang lebih ekstrim,
proses pengambilan kebijakan anggaran mencerminkan proses pendangkalan
terhadap makma kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, niat politik memiliki
peran strategis terhadap perwujudan transparansi anggaran diantara pemerintah
daerah dan DPRD, dengan kepada publik, terutama dan paling utama adalah
mendorong peranserta masyarakat secara aktual dalam formulasi kebijakan
anggaran dan sederatan proses lainnya.
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Hotak 6.2
Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2014 berlangsung Alot:
Angeota Banpgar Minta Hadirkan Bupati

Rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan{P} tahun 2014 vyang
diselenggarakan oleh TAPD bersama Banggar DPRD Kab. Sleman, Rabu, 30
April 2014 berlangsung dengan alot. Hal ini diawali dengan pemaparan
terchadap SilLPA sebagai acuan terhadap penyusunan APBD Perubahan
(APBDP) 2014. Selain itu, dalam rapat pembabasan KUA-PPAS(P) tersebut
disuguhkan mengenai realisasi anggaran belanja selama Triwalan I 2014 oleh
TAPD, dimana anggaran BL tercalisasi sebesar 8,6 persen dan anggaran BTL
scbesar 12 persen. Realisasi anggaran tersebut yang dinilai belum maksimal
oleh Banggar DFRD menjadi entry point yang menggiring perdebatan diantara
Tim Anggaran.

Persoalan mengenai tidak harmonisoyd antara pokok-pokok pikiran
(Pokir) DPRD dengan Musrenbang (RKPD)) menuai perdebatan dalam proses
pembahasan KUA-PPAS(P)} 2014, Hal ita ditengarai karena tidak
terakomodirnya Pokir DPRD dalam ‘RKPD, dan sebaliknya, pibak Pemkab
“mengklaim” aspirasi dewan sudab’ ferakomodir dalam RKPD. Pencanangan
pengadaan mobil dinas bagic Bupati baru periode tahun 2015-2019, dan
pengadaan tanah vang diusulkan oleh TAPD semakin memantik proses
pembahasan KUA-PPAS(P) tersebut berlangsung dengan alot. Hal ini
berimplikasi pada munculnya funtutan dari salah satu anggota Banggar DPRD
untvk meminta kehadiran Bupati Kab., Sleman dalam agenda pembahasan
anggaran 2014 berikutnya. Menurut rencana, rapat pembahasan KUA-PPAS(P)
2014 akan dilanjutiean pada Senin, 05 Mei 2014, dan penandatanganan KUA-
PPAS(P) 2014 dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2014,

Perdebatan proses pembahasan APBDP tahun 2014 menyanghkut
pemanfaatan SiLPA 2013 dengan jumlah sekitar 400 milyar, dicanangkan sekitar
180 milyar diantaranya dalam APBDF 2014 dimanfaatkan untuk program-

program yang bersifat praktis, seperti dinyatakan oleh anggota Banggar, Huda
T.Y, sebagai berikut.

“Itu kan masih anu ya, masih proses kan. Itu kan dinamika perdebatan
Sorum kan. .. kan banyak usulan jalan-falan kampung, jalan-jalan
lingkungan, jalan-falan desa, jalan evakuasi, itu kan kalau di fist itu kan
sampai 30 milyar tuh. Ya, lapi kemudion ... tidak muncul di
penganggdran, istilahnya begitu. ... dan rata-rata sekavang nik SKPD cari
amannya aja yang penting keria enak gitu, Gitu aja sih kadang-kadang
yang buat kita gak suka itu kan. Jadi, kerja yang penting enak eee bikin
Koleksi Perpusta%’é%al\;grsitggpeﬁ)uwngﬁgmngnyﬂ . Belt mobil, beli tanah, kan
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